SKRIPSI

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA
PADANG PANJANG TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN

Diajukan Untuk Memenuhi Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas

ONIVERSITASLEED A 1

.‘.v\nv.v'

-
AZN

V7 >
¥y )y es

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020

No.Reg: 23/PK/I1V/1/2020



| tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Metode vang dilakukan dalam
| penulisan ini adalah yuridis sosiologis vang berarti mengkap peraturan perundang-undangan dengan
| menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dilapangan Berdasarkan alasan diatas maka dapat

| sosial oleh dinas sosial kota Padang Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
| Kedna, apakah kendala vang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam pelaksanaan rehabilitasi

| tua menganggap anak yang menjadi korban pencabulan adalah sesuatu yang harus ditutupi, sarana dan

| Nama Mahasiswa

i :
i Mo, Alumni Universitas MNo. Alumni Universitas

| ARIF RAHMAN R
&) Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Alam/ 30 Mei 1996 {) Tanggal Lulus: 22 Januari 2020
| b) Nama Orang Tua: Masn dan Syamsimar ) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan

h) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan

4 ¢} Fakultas: Hukum i) IPK: 3,59
] | ) Program Kekhususan: Hukum Pidana i) Alamat: Jorong Kapalo Koto, Koto
: Laweh, Kec. X Koto, Kab, Tanah Datar
e) Mo BP: 1510112174

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSAL OLEH DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG
TERHAHAP ANAK SEBAGAT KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Arif Rahman, 1510112174, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK 1V (Hukum Pidana), 2020, 70
halaman)
ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya karena akibat yang
ditumbulkan dari pencabulan akan berdampak pada psikologis korban sehingga akan mengganggu perilaku
korban. Terutama pencabulan yang terjadi pada anak vang akan menjadi calon penerus bangsa. Anak
merupakan korban vang rentan mengatami tindak pidana pencabulan. Pemenntah melindung anak dengan
mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomeor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak Bentuk perlindungan vang diberikan adalah rehabiiitasi sosial. Akan tetapi,
proses rehabilitasi sosial kadang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
dilakukan di kota Padang Panjang karena adanya anak menjadi korban pencabulan yang membutuhkan
rehabilitasi sosial. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh dinas sosial kota Padang Panjang vang menjadi

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut | Pertama, bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi

sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan® Keniga, bagaimanakah upaya dinas sosial
kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban
tindak pidana pencabulan? Berdasarakan penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan: Perrama,
dinas sosial Padang Panjang menjadi tempat rehabilitasi sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan,
Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut lebih berperan adalah Satuan Pekerja Sosial yang dimiliki oleh dinas
sosial Padang Panjag. Selama proses rehabilitasi sosial, proses rehabilitasi tidak selalu mengikuti alur, hal
tersebut tergantung kepada kondisi korban. Dinas sosial Padang Panjang berkerja sama dengan lembaga |
vang berada dibawahnya seperti P2TP2A, LK3, rumah sakit, dll. Kedua, dalam pelaksanaan rehabilitasi
sosial ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya SDM dalam melakukan rehabilitasi, orang

prasarana yang untuk menunjang rehabilitasi sosial Kenige, upaya dalam menanggulangi kendala dengan
melakukan sosialisasi tentang pentingya rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan, bekerja sama dengan |
pihak terkait yang menunjang rehabilitasi sosial, memberikan sosialisasi kepada orang tua serta adanya |
bantuan dana dari APBN dan pemerintah daergh. '
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Seseorang tidak dapat hidup sendirian. Untuk memenuhi kebutuhan maka
perlu adanya orang lain. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah mahkluk

sosial atau dikenal dengan istilah zoon politicon. Setiap orang menjalani proses

kehidupan mem  Udikarsesea g mtagmeraBa tidak senang lagi
untuk hidup dalgg enginginkan suatu
suasana yang baru gkan p yang baru.! Dalam
mewujudkan ha didalam kehidupan
masyarakat. Aga )an maka harus ada
suatu hukum. efjono  Sastropranoto
mengartikan hulkg tu i ran i8ifat memaksa, yang
menentukan tingk KU m a de Kur Kat, yang dibuat oleh
: ‘ ‘terhadap peraturan-

: ~ iy
peraturan tadi berakibatkan diambilnya Kan yaitu dengan hukuman tertentu.?
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menyatakan
“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Adanya hukum vyang telah mengatur masyarakat tidak serta merta

menjadikan masyarakat taat akan hukum. Perbuatan melawan hukum hal yang

! Purwadi Purbacaraka dan Soerjono Soekonto, 1993, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, him 5.
2 Kansil, 2007, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him 11.



lumrah terjadi ketika keselarasan didalam masyarakat tergoncang. Tindak pidana
akan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan didalam kehidupan.
Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana seperti ekonomi,
sosial dan lingkungan. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya
pengahargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak manusia serta jaminana
semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (equality before

the law).® Pengaturan terhadap tindak-pidana_di_Indonesia diatur berdasarkan
,N]vERSITAs A\")ALAS

aturan tertulis lan Belanda yaitu

Woetboek van s tau dikenal dengan
Kitab Undang-

Tindak i dan waktu yang
berarti bisa terja akikan kejahatan, tapi
adanya peluang pidana pun dapat
dikehendaki. ak kejahatan tanpa

mengira apa ya t . Untuk v uatu tindak pidana

(KUHP) merupakan aturan tertulls' yang mengatur segala tindak kejahatan yang
dapat mengakibatkan nestapa bagi si pelanggar. Tindak pidana terjadi tanpa
mengenal situasi, kondisi dan waktu yang berarti bisa terjadi kapan saja. Tanpa
adanya niat untuk melakukan kejahatan, tapi adanya peluang untuk melakukan
kejahatan maka suatu tindak pidana pun dapat dikehendaki. Sehingga setiap orang

dapat mengalami tindak kejahatan tanpa mengira apa yang akan terjadi. Untuk

3 Bambang Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, him 1.
2



mencegah terjadinya suatu tindak pidana tentu ada aturan hukum yang
mengaturnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan
tertulis yang mengatur segala tindak kejahatan yang dapat mengakibatkan nestapa
bagi si pelanggar.

Tindak pidana sering menyerang kaum yang lemah terutama pada anak dan

perempuan. Tidak adanya kemampuan untuk melawan menjadikan mereka sebagai

tetapi sering mé
dialami oleh ang
panggilan telepo
digital, memper ; ak-dnak dibawah umur
atau  bahkan ¥k (UKa : si,  persetubuhan,
memproduksi, pornografi kepada
sual yang merusak

mental, emosi d ik korban:*-Damp it kejahatan seksual

i
a7 ~dendam. Pencabulan

N s
merupakan Kkasus yang akrab terhadap anak yang dapat menyebabkan

perkembangan si anak akan menjadi terganggu akibat perlakuan yang tidak
senonoh. Kurangnya pemahaam anak terhadap pendidikan seksual menjadikan
celah bagi pelaku untuk melaksanakan perbuatan jahatnya itu. Anak yang

mengalami korban pencabulan berpeluang untuk menjadi pelaku di kemudian hari.

4 Child Sexual Abuse. https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse diakses pada 27 Maret
2019 pukul 15.00 WIB.



Persepsi terhadap kata “cabul” tidak dimuat dalam KUHP.®> Kamus besar bahasa
Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh
(melanggar kesopanan,kesusilaan)”. Dalam hal ini, tindak pidana pencabulan
dialami oleh si anak yang menjadi korban maka beban psikis dan fisik yang
dialami oleh si anak korban tentu sangat akan mempengaruhi kondisi jiwa si anak
korban. Untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan suatu ahli yang

berkompeten dibidangnya agar tidak mempel

ngaruhi jiwa si anak korban.
ERSITAS AN e

DAL
O

afdi yang dilakukan
untuk pemenuhdniia terke erti memaksa, tipu
daya, memberik 3 : I daya tarik dari si
anak. Hal ini difjehjé a-Pasal-76 mor 35 tahun 2014
Tentang Peruba. ._ as' Yndang-Unde un 2002 Tentang
melakukan kekerasan atau ancaman, memaksa, melakukan tipu muslihat,
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan perbuatan cabul”. Perkembagan masyarakat yang begitu pesat dan

meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan masyarakat, berdampak kepada

5 Leden Marpaung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm 64.
® Ibid.
" Moch.Faisal Salam, 2015, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, him
3.

4



suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu
dengan lainnya, dalam interaksi ini terjadi suatu perbuatan yang melanggar
hukum. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk mentaatinya,
dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut
kurang disukai oleh masyarakat.®

Kasus pencabulan sering sekali untuk tidak terungkap karena adanya

penyangkalan dari peristiwa tersebut, apalagi. jika terjadi pada anak-anak yang
,iq]vI-LRSlTA ANI)AfXS‘

o
LU
\A/S K

belum menger ak sebagai  objek

penyalahgunaan K bidang penegakan
hukum.® Kerugi ‘ n akibat terjadiflya suatu kejahatan
tidak selalu kerug : yangp paling besar
rbagai faktor yang

melatarbelakang i ] 1S 2konomi, teknologi,

perubahan buda

embang dari segala

'\s.\‘-'*‘.'f’/'\'/.‘ .
an~mengikuti perkembangan

masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang dimana masyarakat berada. Hal
tersebut sejalan dengan permasalahan hukum yang terjadi dilingkungan
masyarakat. Salah satunya permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak

di Kota Padang Panjang yang memprintahinkan. Data pra penelitian di dinas

8 Soerjono Soekanto, 2000, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, him 21.

® Moch.Faisal Salam, Op.cit., him 3.

10 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, Urgensi Perelindungan Korban Kejahatan,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 61.



sosial kota Padang Panjang mulai dari bulan September 2018 samapai bulan
Oktober 2019 ada 7 kasus pencabulan terhadap anak. 5 (lima) kasus diantaranya
pelaku adalah orang dewasa dan sebagiannya lagi dilakukan oleh pacar korban.
Terhadap korban pencabulan dari orang dewasa sangat berdampak kepada
psikologis korban. Dampak yang dialami korban seperti tingkah laku yang
berbeda, mengurung diri dalam kamar sampai tidak bisa melakukan kegiatan
sehari-hari. Hampir semua kasus terhadap.-anak sebagai korban pencabulan

ERSITAS ANDAJ 1¢

suspeneak

drhadap anak, terjadi

pelaggaran terhdc nak sek ; Siif

i dikeluarkan dari
sekolah. Kareng memalukan. Maka
tindakan sekola ang Mdialami oleh anak.
Pemerintah daer memberikan pelayanan
rehabilitasi sosia afl. Pasal 59 ayat (1)
UU Perlindunga intah Daerah, dan

lembaga lainny4 ntuk memberikan

=, o —
anak korban kejahatan seksual. Maka anak korban pencabulan wajib untuk

dilindungi oleh semua pihak yang telah ditetapkan oleh UU Perlindungan Anak.
Pemberian rehabilitas sosial bertujuan untuk mengembalikan kondisi kejiwaan
korban kembali kepada keadaan semula dimana sebelum terjadinya pencabulan.
Dalam hal ini peran dinas sosial sangat dibutuhkan dalam mengembalikan keadaan

si korban. Adanya aduan atau laporan yang masuk kepada dinas sosial bisa berasal



dari kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak), dan laporan langsung dari masyarakat.

Pemberian terhadap rehabilitasi sosial kepada anak kadang tidak sesuali
dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat disebabkan dari
berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Pemerintah telah membuat payung
hukum yang baik untuk melindungi hak-hak- anak untuk dapat tumbuh dan
berkembang. Rehabilita

e

yang digunakan elindu @dang tidak sejalan

ang harus dilakukan

oleh anak yang an. Payung hukum

dengan proses d sosial, ada beberapa
tahap yang haru k mendapatkan hal

tersebut. Tahap-§aha g hukum tersebut,

~EAk -

dilarang memperlakukan— anak‘@" inatif yang mengakibatkan anak
mengalami kerugian materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi
sosialnya”. Kemudian diperjelas pada Pasal 59 huruf b UU Perlindungan Anak
menyatakan : ‘“pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai
pemulihan”. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Perlindungan Anak menyatakan :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara
7



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 69A UU Perlindingan Anak
menyatakan : ‘“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai

kesusilaan;

alan dan pemulihan;

Jada setiap tingkat

A, sampai pada saat

Undang- pahan Atas Undang-

Undang Nomor 5i Dan Korban (UU

Perlindungan Sak Ingan kepada korban

;.._(_:NT - > N E_@,/_'

. ot UK C AT .

atas suatu tindak pidana:- 3 erfin ungan Saksi dan Korban
secara tertulis memberikan perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual
berhak mendapatkan :

a. Bantuan medis; dan

b. Bantuan rehabilitasi psikosial dan psikologis.

Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu

terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan
8



bantuan rehabilitasi psiko-social.!* Selain beban psikologis yang harus diterima
oleh korban kekerasan seksual, pengabaian terhadap hak anak korban kekerasan

seksual sering dilupakan oleh pemerintah.

Berdasarkan pra penelitian penulis di dinas sosial Padang Panjang,kasus
pencabulan sangat rentan terjadi pada anak. Kasus pencabulan terjadi di kota
Padang Panjang tehadap anak yang berinisial DPC yang masih dibawah umur

yang masih berstats_pelajarygi Sakolah-Menengah Pertama (SMP).

Pelaku dalama KaS@ dalah 1D~ a * erupakan seorang
tenaga guru hong , status sebagai Kk Pembina Pramuka
korban. Korban j ‘ | Korban semenjak
Sekolah Dasar ( merupakan kakak
Pembina Pramu merupakan rekan

sejawat nenek klien dala bgiata erupakan salah satu

ulis ingin melakukan

" oot i
penelitian tentang “PELAKSANAAN HABILITASI SOSIAL OLEH
DINAS SOSIAL KOTA PADANG PANJANG TERHADAP ANAK

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN

11 Bambang Waluyo, 2011, Viktimology Perlindungan Saksi dan Korban, Sinar Grafika, Jakarta, him

42,



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah:
1. Bagaimanakah pelaksanaan rehabilitasi sosial oleh dinas sosial kota Padang
Panjang terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apakah kendala yang ditemui dinas sosial kota Padang Panjang dalam
pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana

pencabulan ? -
TASANDAL AS
ia C Padal Panij

"diq]\'ERSl

mengatasi kendala

agai korban tindak

Panjang dalam pelaks;néah rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai
korban tindak pidana pencabulan.

3. Untuk menemukan upaya dinas sosial kota Padang Panjang mengatasi
kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai

korban tindak pidana pencabulan
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara
teoritis dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat yang berguna sebagai berikut:
1. Secara teoritis
a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.
b. Menambah kemampuan penulis-tentang rehabilitasi sosial terhadap

,.-qu]vERSl ASANDALAS
i Lok dana pencaisei

a. Diha | ; an ini jadif suatu sumbangan
isfserta kepada semua

osial terhadap anak

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan

informasi bagi penelitian dengan perspektif yang berbeda

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual
Perumusan kerangka teori dan konseptual adalah tahapan yang amat penting,

karena kerangka teori dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan

11



aktifitas penelitian itu sendiri.*> Untuk menganalisa permasalahan yang hendak
diteliti maka kerangka teori dan kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai
berikut:
a. Kerangka Teori
Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan
teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan

suatu fenomena sosial secara sistematis-- dengan cara merumuskan hubungan
UN]VI—;RSITAS A\II)AL AS

lindungan hak-hak

yang bersangkutan,

gebagai bagian dari
pada upaya-upaya
fgkonkretkan hukum

an atau memulihkan

'.. '(

keseimbangan dalam  tatanan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.}* Masalah penegakan hukum
merupakan masalah yang kompleks sifatnya karena dalam

penegakan hukum terdapat pertautan antara sistem hukum

12 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
him 112.
13 Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hal 19.
14 Edi Setiadi dan Kristian, 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di
Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, him 136.
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dengan sistem sosial lainnya. Pelaksanaan penegakan hukum
dilapangan sering terjadi pertentangan anatara kepastian hukum
dengan keadilan, karena kepatian hukum bersifat nyata yaitunya
telah diatur dalam peraturan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam
menciptakan keinginan subtansi yang ada didalam peraturan
perundang-undangan. -Sehingga dapat meciptakan suatu kaidah-

~UNIVERSITAS ANDA

e\

syarakat.Penegakan

aman  dilingkungan
emiliki moral yang
semestinya. Selain

penegakan hukum.

Wafig-akan dibatasi pada

WSS

undang-undangnya saja

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang
membentuk maupun yang menetapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

hukum.

15 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, him 8.
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum
tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam
pergumulan hidup.
2. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum--adalah segala upaya pemenuhan hak

foN]\rERSITAS ANDALAS

\Ta¥q 0 1

rasa aman kepada

korban kejahatan
dat, dan diwujudkan
2stitusi,kompensasi,
kasus pencabulan
aBi terutama kepada
enjadi alat untuk

Juatu keinginan dari

Sajipto Raharjo mendefinisikan prelindungan hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-haknya yang

diberikan oleh hukum.!” Dengan adanya hukum untuk menjaga

16 Soerjono Soekonto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, him 125.
17 Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, him 3.
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hak-hak asasi manusia agar tidak dilanggar oleh pihak lainnnya.
Sehingga terbentuklah suatu batas-batasan terhadap setiap
tingkah laku masyarakat yang akan menjaga dari
ketidakharmonisan dalam lingkungan masyarkat. Perlindungan
hukum menjaga harkat dan martabat manusia sebagai mana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Undang-Undang_Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

INIVERSITAS ANDAL 1¢
ot a ; Ta : un 2002 Tentang

anak adalah segala

erpartisipasi  secara
patg kemanusiaan, serta

asan  diskriminasi.
aka akan lahirnya

g baik secara fisik

\gefidrasi terdahulu.

. rdi
el

Menurut Hadjon, perlindugan hukum bagi rakyat meliputi
2 hal, yakni :

1. Perlindungan  hukum  Preventf, yakni  bentuk
perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau
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pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang definitive;
2. Perlindungan  hukum  Represif, yakni  bentuk

perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam

penyelesaian sengketa.8

menggambarkan
hubungan & liti. Suatu konsep

bukan mer kan suatu abstraksi

pelaksanaan yaitu

Jan, keputusan, dan

b. Rehabilitasi
Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan)
yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas

individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat

18 Philipus M. Hadjon, 1987, Pelindungan Bagi Rakyat dilndonesia. PT Bina llmu, Surabaya, hlm 6.
19 Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, him 25.
20 https://kbbi.web.id/pelaksanaan diakses pada tanggal 5 Mei 2019 pukul 20.00 WIB
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dimasyarakat.?* Menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa :
“Rehabilitasi  Sosial adalah  proses  refungsionalisasi  dan
pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”.

c. Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
INIVERSITAS ANDAY o

C ? indak pidana yang
" anak yang belum

I penderitaan fisik,

orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

21 Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Sinar Grafika, Jakarta, him 70.
17



e. Tindak pidana pencabulan?
Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala peruatan yang
melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semanya
itu dalam lingkungan nafsu birah kelamin, misalnya : cium-ciuman,

meraba-raba, anggota kemaluan dsb.

afidgunakan beberapa
pendekatan unt Wp l 7 diperlukan sebagai
berikut:

1. Pendek:
an yang digunakan
iblogis adalah suatu
engkaji peraturan

bermasalahan  dan

melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang sebagai pedoman
dalam menjalankan tugas telah sesuai dengan praktik yang terjadi di

lapangan. Maka peneliti mengkaji praktik pelaksanaan rehabilitasi sosial

22 R.Soesilo, 1990, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, him 212.
23 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penulisan Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him 167.
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terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di dinas sosial
Padang Panjang.
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskrtitif yaitu
memberikan gambaran secara sistematis terhadap pelaksanaan
rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana

pencabulan di dinas sosial Padang Panjang serta kendala yang
™ \'ERSITASANDALAS

lah, yang diperoleh

an/ field research.?*

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-
buku dan dokumen-dokumen. 2
Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

24 Amiruddin dan Asikin, Ibid, hal 30.
% Soerjono dan  Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, him 12.
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak.

b. Bahan Hukum Sekund(er?"‘
Bahan hukum sekunder vyaitu berupa bahan yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer yang saling memiliki
keterkaitan seperti, jurnal, seminar,artikel, makalah, situs internet dan

sebagainya.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi
dan petunjuk terhadap bahan primer dan dan sekunder seperti kamus

hukum, ensiklopedi, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (Library Resear akni penelitian yang dilakukan
]N]\'ERSI AS AN

terhadap b
Penelitian
a) Perpust
b) Perpust
c) Buku-b
2) Penelitian

pengumpulan data

dinas sosial Padang

Adapun teknik pengumpulan dété yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
lisan guna memperoleh informasi dan respon yang erat kaitannya dengan

masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Terdapat beberapa teknik
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wawancara, yaitu terstruktur, semi terstruktur dan tidak tersrtuktur. Dalam
penelitian ini digunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam
penelitian ini dilakukan wawancara terhadap narasumber dimana terdapat
beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftarnya yang berkemungkinan di
lapangan akan timbul pertanyaan-pertanyaan baru yang didapat oleh
peneliti selama proses wawancara dengan narasumber nanti. Penulis
melakukan wawancara dengan-Kasi..Pemberdayaan Dan Perlindungan

T

3akti Pekerja Sosial

embaga Konsultasi

sekunder dari data

yang terdapat itu y ah, dan menganalisis

5. Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merapikan

data yang diperoleh dengan melakukan penyaringan, pengeditan, dan memilih

data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Pengolahan data
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berguna untuk menyusun data secara sistematis untuk menunjang masalah yang
sedang diteliti.
. Analisis Data

Data yang sudah didapatkan yaitu dari data primer dan sekunder,
selanjutnya dilakukan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif, secara

deskriptif memberikan gambaran pelakasanaan pelaksanaan rehabilitasi sosial

terhadap anak sebagai korban tindak-pidana pencabulan di dinas sosial Padang
, dN;vI—:RblTA ANDALAg
Panjang.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Rehabilitasi Sosial
1. Pengertian Rehabilitasi Sosial
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
Tentang  Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
menyatakan : “rehabilitasi adalah - suatu__proses refungsionalisasi dan

f‘l:,iqlvl-;RSlTAS ANDAL AS
5 henkeMbaal fdengan wajar baik

pengembanga

secara rohani, Pasal 1 angka (3)
Peraturan  Pejnge lengge KeBejahteraan  Sosial

ngsionalisasi dan

elaksanakan fungsi

Korban da idana ten g teril dan immateril.

tah yang dalam hal

'..," (’

undangan utuk melindungi korban dari tindak pidana. Terutama pemberian

rehabilitasi terhadap korban tindak pidana. Arti rehabilitasi menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan,
nama baik) yang dahulu (semula).?

Sedangkan tujuan diadakanya rehabilitasi sosial dapat dikategorikan

sebagai berikut:

26 https://kbbi.web.id/rehabilitasi diakses 28 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB
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1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta
tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat
atau lingkungan sosialnya.

2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi
sosialnya secara nyata.

3. Penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial —

~ONIVERSITAS ANDAT

U

AS )
asad@PBraturan Pemerintah

39 Tahun 24t T T raan ahteraanSbsial menyatakan :
drsuasive, motivatif,
panti sosial
sbiasive sebagaimana
dan bujukan dengan

sedia direhabilitasi

‘
~ribtivatif ~ sebagaimana

WSS

3)
dimaksud pada ayat_(l)' berupa dorongan, pemberian semangat, pujian,
dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk
direhabilitasi sosial

4) Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap

seseorang dalam proses rehabilitasi
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Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyatakan : “Rehabilitasi sebagaimana
dimaksud dimaksud diberikan dalam maksud dalam bentuk :

1. Motivasi dan diagnosis psikosial;

2. Perawatan dan pengasuhan;

3. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

4. Bimbingan mental spiritual; -

sosial yang harus
dilakukan dengar;.-iéhgq Mg ek . i ag}':ha%lakukan rehabilitasi
sosial dalam kasus perncabulan ;ji &iﬁas sosial kota Padang Panjang adalah pekerja
sosial. Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang
Standar Rehabilitasi Sosial Dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial
(Permensos 22/2014) menyatakan : “Pekerja Sosial Profesional adalah seorang

yang berkerja, baik di lembaga pemerintahan ataupun swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial
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yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan
masalah sosial”
B. Anak
1. Pengertian Anak
Anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga. Jika dilihat dari segi
sosiologi anak merupakan bagian dari--masyarakat. Dimana keberadaan anak

f",iq]v}:RSlTAS ANI)AEXS‘
sebagai bagia perinteraksi \deng: kung

Inya, baik dengan
keluarga, kom asy ada ul . Merijuk kepada Kamus
Besar Bahasa ikan manusia yang
masih belum @ewas dgis yaitu diartikan
sebagai makh berinteraksi dalam
lingkungan ma ak diposisikan pada
kedudukan endah—" ingkungan tempat

mengarah kepada

Menurut pendapat Lilik I\;Iulglgdi apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka
pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang
yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau kerap juga disebut anak
dibawah pengawasan wali, maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersbut di

atas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum

27 Rini Fitriani, Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak
Anak, Jurnal hukum Samudera Keadilan, fakultas hukum Universitas Samudera, Vol 11, No 2, Juli-
Desember 2016, him 252.
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yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur
seorang anak.?

Secara konstitusional negara memberikan hak dan perlindungan kepada anak
yang terdapat pada Pasal 28 B ayat (2) menyatakan : “setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminsi”. Di Indonesia diatur tentang pengertian anak

berdasarkan peraturan perundang-undangan-yang mana memiliki maksud dan

~UNIVERSITAS A}

tujuan tertentu

Berikut be batasan tertentu:
a. Pasal 4 asa yaitunya belum
itu terlibat dalam
g tua atau walinya

serta tidgl i si anak diserahkan

Bhun 2014 Tentang
Perlindungan Anak ;ne'h—)';;takan “anak adalah seorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.”

c. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan : “anak yang telah berumur 12 (dua

28 Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya, Mandar
Maju, Bandung, him 4.
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belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana.”

. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur tentang pengertian
anak yang terdapat pada Pasal 330 adalah orang belum dewasa adalah
mereka yang mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih
dahulu telah kawin.

. Pasal 1 butir 5 Undang-L_Jndansg Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
f‘l:,iq]vl-;RSITA ANDAL AS

nusia yang berusia

dibawa Wp . ah, termasuk anak

yang masi % I 1 hal te el kepentingannya.”

Pasal ghun 1979 Tentang
Keseja orang yang belum
mencap I kawin.”
2. Hak-hak
Pemé jawab dalam hal
memberik;ﬁ?pgr_{ TURgh Ul Nerfasuk: s 1ak yang berhadapan

dengan hukum. Hal tersebu't.dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak
yang terdapat dalam Pasal 59 yang menyatakan :

“Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual,
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anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napsza), anak
korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan
baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.”

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan
perlindugan diberikan kepada anak yang terdapat dalam Pasal 9 :
'-‘l:,iq]vERSlTAS AND
apak Berhak memperole an pengajaran dalam

kat kecerdasannya

dungan di satuan
rasan seksual dan

pendidikan, sesame

luar biasa da_n anak yang memiliki keunggulan berhak
mendapatkan pendidikan khusus.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak berdasarakan kasih sayang baik

semasa dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh

dan berkembang dengan wajar.
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1) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kamampuan dan
kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian
bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

2) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

3) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat

membahayakan atau meplgrhambat-peﬂgmbuhan dan perkembangannya
UNIVERS AS ANDALAS

1.

perkara.
Pasal 91 berbunyi:

1. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau

Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi
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atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga
kesejahteraan sosial anak.

2. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera,
Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat
langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang
menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

3. Berdasarkan hasil Penelitian -Kemasyarakatan dari Pembimbing

~UNIVERSITAS ANDAY

DO S C

Tenaga ahteraan . an/atau Anak Saksi
berhak mem ' fis, 1 aabilitasi.sdsial, dan reintegrasi
sosial d@ri lemabs al perlindungan anak.
4. Anak Kogba : aj perlindungan dapat
angani perlindungan
saksi da : seSllai dengan ketentuan
!

Anak yan'gf-ih\_ém ot u:.geﬂtf diberikannya suatu

m—r

gt

rehabilitasi. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998

Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
menyatakan : “ rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangana
anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani,

jasmani maupun sosial.”
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Anak sering menjadi korban tindak pidana karena ketidakberdayaan untuk
mempertahankan diri. Akan tetapi, sebagai makhluk yang rentan dan lemah serta
sebagai makhluk sosial, anak sering diposisikan sebagai yang dirugikan, tidak
memiliki hak untuk bersuara, bahkan sering menjadi korban tindak kekerasan
dan bahkan terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya

C. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan. _
(71 RSITA

S ANDAL Ag

gel

erat dengan hukum

pidana. Pemba anguti ana sebagai sanksi atas
delik. Perlu diSampaikan, pigs erur uﬂ stilah yuridis yang
mempunyai art )3 elafida straf yang dapat

Menurut ukum yang paling

celaka, sebab dan dengan sia-sia
as, tetapi Kkita harus
5
batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau
sebenarnya satu-satunya adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan
pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan problem yang tidak

terpecahkan.®® Hal tersebut menjadikan hukum pidana tentang perbuatan yang

tidak boleh dilakukan serta sanksi dan akibatnya. Sedangkan menurut pakar

29 Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, him 37.
30 Teguh Prasetya, 2012, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, him 2.
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hukum dari Eropa yaitunya Pompe mengenai hukum pidana adalah keseluruhan
aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan
aturan pidananya.!

Berdasarakan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf
Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang : 32

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

atau nestapa atau akibat-akibat yan ang tidak menyenangakan;
f",iq]vERSITA ANDAL A

b. ) deng gaja atau badan yang
C. melakukan tindak
Untuk ddp ik 2 aka enuhi unsur-unsur

tertentu. Men nsur suatu tindak

pidana dibagi unsur “subyektif”
adalah unsur-u masuk kedalamnya
adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan
dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana adalah :

a. Sifat melawan hukum;

b. Kualitas si pelaku;

31 Bambang Purnmo, 1982, Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta, him 9.
32 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, him 4.
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c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab

dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.*

Tindak pidana yang erat kaitanya dengan anak adalah tindak pidana
pencabulan. Kata pencabulan memuat arti sebagai berikut : “keji dan kotor, tidak
senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”.®* Pencabulan merupakan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu pria atau perempuan

terhadap anak dibawah umur baikitu-pria_maupun perempuan. Menurut

RSITAS ANDAL 5 ¢

ndefti an pencal

Soetandyo Wig

melampiaskan k , 20rand perempuan dengan

-~
cara menurut fpens | ) kum.®® Ini berarti

pencabulan dilgk
dilarang denga

menjadi target

igai perbuatan yang

opo Santoso yang

a. : i hanya astlflcan alat kelamin ke

kedalam vagina atau mulut wanita;

2) Memasukkan '-s'e(suatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki)

b. Caranya tidak hanya dengan kekerasan/ancaman kekerasan, tetapi

juga dengan cara apapun di luar kehendak/ persetujuan korban;

33 Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm 184.

34 Laden Merpaung. Loc.cit.

3 Soetandyo Wignjoebroto, 2008, Hukum dalam masyarakat perkembangan dan masalah sebuah
pengantar ke arah sosiologi hukum, Bayu Publishia, Malang, him 88.

%6 Topo Santoso, 1997, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta, him 67.
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c. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita tidak
berdaya dan dibawah umur, tidak hanya terhadap wanita yang tidak
setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang
memberikan persetujuan karena dibawah ancaman, karena
kekeliruan/kesesatan/penipuan atau karena dibawah umur.

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah perbuatan orang dewasa terhadap

anak dibawah umur yang perbuatan- tersebut_melanggar kehormatan korban
f‘l:,iq]\'ERSITAS ANDAL AS

korba

dengan malangg

2. Unsu

T KUHP, Pasal 290

KUHF 3 KUHP, dan Pasal

294 K ®rhadap anak diatur
pada R: SE Perikut:

| Il dengan seorang,

pingsan atau tidak

b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang
padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,bahwa
umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak
jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin

c. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau

sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas
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tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum
waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan
dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan
dengan orang lain.
Berdasarkan penjelasan pasal diatas, maka dapat ditarik unsur-unsur
yang antara lain sebagai berikut:

a. “barang siapa” yang berarti orang yang melakukan

— RSI ASANDALAS
3 0r3 Diles dak#berdaya” ini berarti

gtahuan orang lain

murnya tidak jelas
k kawin” hal ini
ntuk mendapatkan
abul

modus  untuk
Selain itu Unda_ng'-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (UUPA) mengatur tentang perbutan cabul terhadap
anak. Bab XI Pasal 76E yang menyatakan : “Setiap orang dilarang
melakukan kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan, atau
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membiarkan dilakukan perbutan cabul. Ketentuan pidana diatur pada
Pasal 82 UUPA menyatakan : “setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Jika diperhatikan isi Pasal 76E UU Perlindungan Anak diatas, maka

Pencabulaasepagai berikut:

dapat ditarik unsur-unsur
TAS A

ON]\'ERS

tindak pidana atau

mengandung unsur

menjadi korban a-iBujuk rayu dengan segala cara agar si anak
sebagai korban tunduk;

e. Membiarkan perbuatan cabul, yang berarti jika terjadi suatu
tindak pidana pencabulan, hanya dibiarkan saja terjadi tanpa

adanya usaha untuk mencegahnya.
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3. Jenis Tindak Pidana Pencabulan
Dalam mengkategorikan pencabulan menurut Abdul Wahid dapat
terbagi melalui berdasarkan beberapa macam pencabulan yang antara
lain sebagai berikut :3
1) Sadistic rape
Pencabulan Sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan

agresif berpadu dalam bentuk yang rusak. Pelaku pencabulan
ONIVERMTAS ANDAL A ¢

tik bukan melalui

serangan  yang

eksualitas menjadi
Skan perasaan geram
seakan-akan objek

Is prustasi-prustasi,

3) Dononation rape
Suatu tindak pencabulan yang terjadi seketika pelaku
mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap
korban, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki

keinginan untuk berhubungan seksual,

37 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual
(Advokat Terhadap Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung, him 46.
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4) Seduktive rape
Pencabulan yang terjadi pada situasi tertentu yang
merangsang kedua belah pihak. Pada mulanya korban
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak
sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai
keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena itu tidak merasa

bermasalah melakukan seks;.
L‘,iq]vERSITAS ANDAL AS

ngan menempatkan

dhwa pada setiap
yang diperoleh oleh
...... ' gall yang berlawanan

padanya secara

majikannya yan'g" mana hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh

pembantunya.
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BAB I11
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang
Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Padang
Panjang
Kota Padang Panjang merupakan kota kecil yang berada di Sumatera Barat.

ng-memiliki luas + 23,00 km? yang setara

Secara administrasi kota Padang Pa 'lJ risc

| anja
"ON]\'ERSI A

dengan +2.30( eta RTRW), yang

melingkupi 2 an Padang Panjang
Barat dan Kegame ' imur I dari 8 (delapan)

kelurahan. Seda iliki batas sebagai

berikut :
1. Sebela 3@tipuah (Kabupaten
Tanah
2. Sebela it-berpatasan-de Tanah Datar)

A Tanah Datar)
4. Sebelah selatan berba;asain.dengan X Koto (Kabupaten Tanah Data) dan
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam (Kabupaten Padang Pariaman)
Kota Padang Panjang akrab disebut sebagai kota yang ramah, adat istadat
yang kental serta agama yang masih melelekat kuat. Akan tetapi, hal ini tentu
sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada masyarakatnya saat

ini terkait kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang Panjang. Berbeda
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dengan kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik
yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin.*® Untuk mengembalikan
kondisi korban tentu adanya suatu lembaga yang berkompeten untuk
mengembalikan kondisi si korban. Tentunya pemerintah berperan untuk
mengembalikan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabul.
Pemberian rehabilitasi diberikan kepada anak korban pencabulan yang
memempunyai masalah terutama pada kelakuan. Jadi perlindungan khusus yang

~ONIVERSITAS ANDA <

dimaksud disi seksual yaitunya
pencabulan.

Ada bebEgag : ang dihadapi dhak korban tindak
pencabulan sepertiqei 3 ari Isekolah karena hal

tersebut diangdap™a Sir N gdaha fanak yang menjadi

korban pencab psikis dan fisik nya

=y
angka (12) UU Perlindungan Anak yang menyatakan : “hak anak adalah bagian

dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang
tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah,dan pemerintah daerah.”
Lembaga yang berperan dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak

korban pencabulan di kota Padang Panjang adalah dinas sosial. Sesuai yang

38 Nur Afdhaliyah, Ismansyah, Fadillah Sabri, Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal 1US Kajian Hukum dan
Keadilan, Vol 6, No 3, Desember 2018, hal 483.

42



tertulis pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Perda No
4/2008). Didalam Perda tersebut dijelaskan bahwa dinas sosial merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Dinas sosial berada
dibawah kementrian sosial yang memiliki cabang disetiap provinsi dan
kota/kabupaten yang salah satunya berada di kota Padang Panjang. Kewenangan
dinas sosial Padang Panjang dalam -menjalankan tugas berdasarkan Surat

foN]\rERSITAS ANDALAS

DLEOV L) SOS 0]

Keputusan (SK 9l sebagai berikut:
1. Peru

. Penyele an umum dibidang

1. Seksi perlindungan, pelayanan, kesejahteraan sosial anak, remaja dan
lansia
2. Seksi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat

3. Seksi pelayanan rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban Napza
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a) Kronologis kejadian kasus pencabulan
Pada tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib, klien bersama 9
orang temannya pergi ke tempat tinggal pelaku di JI. Arif Rahman H No. 06 RT 09
Kel. Balai-balai, Kec Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk
membicarakan penyusunan program kegiatan Pramuka. Pada saat pertemuan tersebut,
pelaku membagikan copyan program kepada 9 orang teman korban dan meminta

mereka untuk mengcopmya keluar, sedan% an- ko_rban korban tidak dapat. Setelah
IN“' RSITA

teman korban peg

teman-temannya da /a dﬁ ai 2 tempat tinggal
pelaku. Tidak belje S jai korban sambil

membawakan vide 0aja )3 [ aktekannya. Pelaku

Kejadian kedua terjadi pa(_ja ’t'-a'-rll;(‘:jga 13 Desember 2018, sekira pukul 14.00
Wib korban bersama 6 temannya datang ke tempat tinggal pelaku untuk melanjutkan
pembahasan program kegiatan Pramuka. Pelaku kembali menjalankan melakukan
aksinya dengan cara yang sama. Korban kembali diancam dan akan dipermalukan
jika mengatakan kepada orang lain. Beberapa menit setelah itu teman-teman korban

datang dan memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang pelaku memberi korban dan
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teman-temannya uang masing-masing Rp 10.000,- sedangkan korban mendapatkan
Rp 35.000,-.

Kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 19 Januari 2019, setelah latihan
Pramuka, korban dan 3 temannya pergi ke rumah pelaku untuk membicarakan
kegiatan perkemahan yang akan dilaksanakan di sekolah korban. Setibanya disana, 30
menit setelah membahas kegiatan tersebut, korban dan temannya ingin membeli Pop

Ice. Ketika hendak pergi, pelaku menahan-korban. pgrgﬂan menyuruh korban untuk
f‘l:,iqwl-:RslTAS ANDAL AS
: 5 : dlasas

utkan pembahasan
rencana kegiatan pe ahan te | h a yrban pergi, pelaku
kembali mengajak dorban pun menolak
dan mengatakan tid mengancam korban
untuk menutup m epdda korban. Korban
hanya bisa diam kagé pelum pulang korban
Pada tangg "Febriiz 19, korl § temannya pergi ke

Sad _«ﬁeiﬁh menyanyi korban

—

tempat pelaku untuki.riiegt 7 latidad-hyafyi a
dan temannya merasa haus dan mer'h-i"r.l(um air. Setelah minum air korban merasa
mengantuk dan lemas dan mengatakannya kepada pelaku. Pelaku menyuruh korban
untuk tidur dan istirahat di kamar lantai 2 tersebut. Korban merasa tertidur sekitar +

45 menit, ketika bangun korban merasa badannya pegal dan capek, korban merasa

sakit pada alamat kelaminnya.
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Pada bulan Februari 2019, korban sempat mengeluhkan masa periode
haidnya yang belum datang kepada ibunya, dan ibu mengatakan itu wajar bagi
perempuan telat datang periode haidnya. Setelah peristiwa tersebut, korban tetap aktif
menajalankan kegiatan sehari-harinya baik kegiatan akademik maupun non
akademik. Korban tetap aktif menjalankan kegiatan pramuka dan silat. Korban juga
masih sempat mengikuit perlombaan silat.

Sekitar tanggal 13 Oktober 2019, Ibu-korban melihat adanya keganjilan pada

,—ONI\rERSlTAs ANDALAS
; S muncul prasangka

diri korban. Dima rtban \te

negatif, sehingga sz npa sepengetahuan
korban dengan tespa ’ A. terse a korban, sehingga
terungkaplah perist amilan anaknya dan
terungkap bahwa kg arena tidak senang
dengan kejadian ini : S Hadang Panjang.

b) Kondisi

cukup menarik, berkuli’f '.i<uning langsatdan berambut lurus hitam dan
panjang. Korban berpakaian cukup rapi dan bersih serta memiliki
kebersihan diri yang cukup terawatt. Secara fisik tidak ditemukan
adanya kecacatan pada diri korban dan kondisi kesehatan korban

normal.
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b. Kondisi psikologis
Pada saat proses pendampingan korban dirumahnya, kondisi
korban menunjukkan gejala psikologis yang normal. Korban dapat
menceritakan kronologis peristiwa dengan jelas.
c. Kondisi social dan ekonomi

Secara sosial korban dikenal remaja aktif dan periang. Korban
RSITAS ANDA

. Selain itu, korban
angkan perlombaan
ng berbeda. Secara

Negeri Sipil (PNS)

terjadinya peristiwa tersebut. Korban merasa malu ditambah dengan
pandangan orang sekitar tempat tinggalnya.

e. Kondisi spiritual

Korban menuturkan bahwa dia akan beribadah dengan baik

kedepannya.

c) Masalah yang dihadapi saat ini
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Masalah yang dihadapi korban saat ini adalah perasaan trauma yang
dialami korban setelah peristiwa terjadi dan juga ditambah dengan
ancaman yang pernah dilontarkan oleh pelaku. Selain itu juga keadaan
korban yang sedang hamil tua menyebabkan kondisi korban cepat lelah.

Disamping itu, juga menjadi beban psikologis kepada keluarga karena
ketidakmungkinan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sebagai orang
yang dekat hubungannnya denﬂan_Jgeluarga korban. Untuk segi

f‘UN]vER.SlTAS NDAL AS

dang s

drban yang sedang

as untuk mengikuti

ujian kel I'

d) Kebutuhgn :
Alas eke

alah adalah untuk
g menimpa korban
an serta pengaruh
ada masa yang akan
besdrta pihak terkait perlu
memberikan pelayanan yang optimal kepada korban demi terciptanya
kehidupan yang efektif baik sekarang maupun yang akan datang.
Proses dan hasil layanan pendampingan
1. Proses pendampingan
a.Tujuan

Tujuan dari proses pendampingan:
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1) Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan
melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak

2) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial

3) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak

4) Mengembalikan kehidupan efektif anak seperti sedia kala sebelum

terjadinya peristiwa

b. Sasaran . - —
L‘,iq]vERSITAS ANDAL AS
Sasara pene : d eluarga, serta pihak
terkait.
c. Pelaksana
Pekerjz dan, dan polisi.

d. Metode dan

en pada korban.

a. Hasil inte

Melalui Ié%ﬂég@- arupa Jedda ekerjasbsial diharapkan agar:

—— - o

1) Korban bisa mengendaIiKéh trauma dan kegelisahan serta rasa takutnya
2) Korban dapat menjalankan ajaran agama
3) Korban dapat bersosialisasi dengan baik

4) Timbul kepercayaan diri pada korban
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5) Korban dapat menjalani kehidupan secara efektif baik sekarang maupun
di masa yang akan datang/tidak mengalami gangguan psikologis akibat
kasus yang terjadi terutama berkaitan dengan kehamilan korban
6) Korban dapat kembali melanjutkan pendidikannya kembali atau
mendapatkan pelatihan yang berguna baik kehidupan korban ke depan.
b. Hasil evaluasi

1) Perlu adanya keseriusan dalam-pengurusan dan pergaulan anak dan
diq]vERSITAS AN

gex education) sedini

pergaulan
sehat antara laki-laki dan perempuan serta menjalin komunikasi yang

baik antar sesame adalah penting diberikan dalam kehidupan sehari-hari

terutama dalam keluarga
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Rencana Tindak Lanjut/ Rekomendasi
Dengan melihat kondisi korban yang sudah mulai bisa beraktifitas seperti
biasa namun perlu pemantauan terhadap perubahan dan perkembangan perilaku
korban, maka rekomendasi pekerja sosial adalah sebagai berikut;
1) Perlu adanya pendampingan yang optimal dari berbagai pihak terutama
dari keluarga dan kerabat

2) Penguatan mental melalui konseling baik dari berbagai pihak terutama
RSITAS A\")ALAS

3) Selalu agar pemantauan

I dengan baik

4)

5) gntang norma-norma
eluarga juga harus

6) menjalani proses

7) Kepada pﬁh\ak{" 3 Ma agar memberikan

dukungan serius dalam péﬁ'e':((::jakan hokum sesuai dengan undang-undang
yang berlaku dan dalam rangka mengungkap kasus ini secara transparan
8) Kepada pihak penegak hukum dapat memastikan jaminan keamanan
terhadap korban, saksi dan keluarga korban dari ancaman keamanan yang
mungkin terkjadi, seperti intimidasi dan teror-teror dari orang-orang yang

tidak bertanggung jawab.
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Alur Pelayanan korban dinas sosial Padang Panjang:
Rehabilitasi

A

Kesehatan

Korban

Pelayanan non kritis

Pelayanan semi kritis

Pengaduan

Datang sendiri
Identifikasi

Pelayanan kritis

Rujukan Screening Pelayanan
Asesemen medikolegal
Penjangkuan Rencana kerja

A

Perlindungan saksi

Pemulangan

dan korban
Dari luar negeri BAP
Ke propinsi Penuntutan
| Di dalam negeri Putusan
Korban WNA Restitusi

Reintegrasi Sosial

Rehabilitasi Sosial

Penyatuan dengan
keluarga/ keluarga
pengganti Konseling awal

Kontrak sosial

Pemberdayaan Konseling lanjutan

ekonomi dan sosial o
Bimbingan mental dan

Pendidikan spiritual
Monitoring/ Pendampingan
bimbingan

Rujukan




Berdasarkan alur pelayanan korban diatas, dapat dijelaskakan sebagai berikut
1. kasus yang masuk seperti pencabulan berasal dari masyarakat yang
mengalami, melihat, atau mengetahui adanya korban yang
membutuhkan rehabilitasi sosial akibat dari pencabulan. Dinas sosial
hanya menerima kasus yang masuk pada jam kerja. Selain jam kerja
untuk melaporkan korban yang membutuhkan rehabilitasi dapat
ditangani oleh lembaga yang-berada dibawah dinas sosial yaitu
'-(:‘ I TAS A

dengan melakukan
hkan rehabilitasi.

ya kasus yang

'..," (’

sosial berada pada tiap-tiap daerah lingkungan Padang Panjang.

2. Pengaduan/identifikasi, pada tahapan ini ada 3 (tiga) tahapan yang
dilalui oleh korban. Pertama, screening yang berarti melalukan
pemerikasaan kepada korban untuk mengetahui tentang kondisi

korban, kedua asesmen yang berarti melakukan penemuan kebutuhan
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untuk korban. Ketiga rencana intervensi yaitu melakukan perencanaan
untuk memenuhi kebutuhan korban.

. Pemberian rehabilitasi kesehatan. Ada beberapa kategori yang terbagi
sebagai berikut : Pelayanan non kritis yang berarti tingakatan
kesehatan korban yang dikategorikan tidak kritis, pelayanan semi Kkritis
yaitu kesehatan korban sudah memasuki tahapan kritis, pelayanan

kritis yaitu kondisi kesehatan korban dapat dikategorikan kritis dan
RSITAS AN

perbaikan kondisi korban kepada pihak yang lebih mendalami kondisi

korban seperti psikolog, dokter, dan sebagainya.
. Bantuan hukum, pendampingan dilakukan selama proses hukum yang
dijalani oleh korban seperti pendampingan saksi dan/korban, BAP,

Penuntutan,  Restitusi.  Biasanya untuk kasus pencabulan
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pendampingan hanya dilakukan pada saat pemerikasaan saksi dan/
korban.

6. Pemulangan merupakan suatu tahapan pengembalian korban ke daerah
asal seperti di luar negeri, ke provinsi, di dalam negeri dan korban
Warga Negara Asing (WNA).

7. Reintegrasi Sosial yaitu penyatuan kembali korban ke lingkungan
sekitarnya. Ada bebera?a tahapan.yang akan dilalui korban seperti

"lNl\'ERS TAS A\II)AL s
. arga/. kel epgddnti, pemberdayaan

pencabulan, Ka I@ngsung dilakukan
pendampingan § iR os ulu se eminta data. Data
yang diminta
pencabulan. Pefida n-ber padinfromasi tentang si

korban yang ilakuakan--rehabil empermudah kerja
Kemudian dilakukan pendataan untuk mengetahui jumlah kasus pencabulan yang

terjadi di kota Padang Panjang Berdasarkan laporan yang masuk, dinas sosial

Padang Panjang membuat kumpulan data dalam per tahun sebagai berikut :
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Data kasus tindak pidana pencabulan yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang
Panjang pada Tahun 2018-2019

Tabel : 1

NO | TAHUN | BULAN JENIS KELAMIN | JUMLAH KASUS

1 2018 September | Perempuan 1

2 2018 Oktober Perempuan

NIVERSITAS AND A

3 2018
4 | 2019
5 12019
6 2019
7 2019

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2018 terjadi 3 (tiga) kasus pencabulan
yang semua korbannya adalah anak berjenis kelamin perempuan. Kasus
pencabulan tersebut terjadi pada bulan September, Oktober dan November.
Sedangkaan untuk pada tahun 2019, terjadi 4 (empat) kasus pencabulan terhadap

anak yang juga berjenis kelamin perempuan. Pencabulan tersebut terjadi 1 kasus
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pada tiap bulan yaitu Januari, Maret, Mei dan Oktober. Total pencabulan yang
terjadi selama 2 tahun terakhir adalah 7 kasus.

Langkah selanjutnya dinas sosial Padang Panjang berkoordinasi dengan
korban untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan
rehabilitasi.®® Untuk melaksanakan tugas rehabilitasi terhadap korban
pencabulan, dinas sosial Padang Panjang memiliki pengurus yang berada di

setiap instansi terkait yang dapat memberikan bantuan dalam rangka pelaksanaan
(7 ERSITAS ANI)AfXS‘
3Pt | ) aNBeets

a8al dari dinas sosial,

masyarakat, U it seperti Sal P, Kemenag, rumah

a kepengurusan ini
@pbitusan (SK) untuk
erkait karena setiap

berkoordinasi antar

— e
anak yang menjadi korban pencabulan terlaksana secara maksimal. Karena

permasalahan setiap anak yang menjadi korban berbeda seperti permasalahan
dengan keluarga, teman sebaya dan masayarakat. Untuk pelaksanaan rehabilitasi
terhadap korban pencabulan tentu akan dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis

korban. Jika hal yang berkaitan dengan psikologis, dinas sosial memiliki seorang

3% Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibuk Susi Mitra Sari, SST Selaku Kasi
Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dinas Sosial Kota Padang Panjang pada tanggal 10
September 2019 pukul 10.00 WIB
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Psikolog yang mana berprofesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi rumah
sakit kota Padang Panjang. Karena psikolog yang dimiliki oleh dinas sosial,
maka harus memiliki surat tugas dari dinas sosial untuk menjalankan tugasnya.
Rehabilitasi yang dilakukan bisa kepada ke keluarga anak. Pendampingan bisa
dilakukan kepada keluarga anak yang menjadi korban pencabulan. Dinas sosial
Padang Panjang bekerja sama dengan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang-kedudukannya berada dibawah dinas
RSITAS ANI)AEXS‘

drban P2TP2A sama

. iJ A langsung berada

dibawah dinas js@sié “ , ril poran yang berasal
dari masyaraka ; a dr pendataan terhadap
korban. Jika 0 P2TP2A akan

berkorordinasi Sgkolog.

telah diatur dalam

peraturan peru -undangan sebagain Pasal 89 :

5
maupun diluar lembaga

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan
perkara

Pelaksanaan rehabilitasi sosisal terhadap anak yang menjadi korban

pencabulan lebih intensif dilaksanakan oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial
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(Saktipeksos) yang dimiliki oleh dinas sosial Padang Panjang yang ditunjuk oleh

kementrian dinas sosial yang pendaftarannya juga langsung lewat kementrian.

Skema Respon Kasus Saktipeksos

Saktipekos R Kontak | __ Asesmen | _, | Intervensi
dan
T Kontrak
Penyidik/
lemabaga/
masyarakat Review dan

Evaluasi

Laporan Sosial

l

Resosialisasi

l

Reintegrasi

!

-—

Bimbingan

Terminasi «— . .
Tingkat Lanjutan

Alur kasus yang masuk ke Saktipekos :

1. Saktipeksos menerima laporan dari dinas sosial, kepolisian (penyidik),

dan masyarakat.
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2. Kemudian saktipeksos mendapatkan kontak si korban dari pihak yang
melaporkan. Hal yang didapatkan dari kontak berupa nomor telepon dan
alamat, pihak Saktipeksos langsung menghubungi dan mendatangi si
korban. Dalam hal menghubungi korban, Saktipeksos akan
memperkenalkan diri bahwasannya Saktipeksos adalah pekerja sosial

yang berasal dari kementrian sosial Republik Indonesia serta

menyampaikan tujuan kedatan%annya_umuk mendapatkan kesediaan si
~NIVERSITAS AN

UNI :

21al S |

1A 2 untuk didampingi

a adalah dengan
Saktipeksos akan
i pendampingan di
Perkara (BAP) dan
an yang dilakukan
erjadinya  kontrak,

gunjungi ke rumah

Langkah selanjutnya ac;ala{ﬁ';sesmen adalah proses mencari kebutuhan si
korban. Kebutuhan yang dihadapi oleh setiap anak berbeda- beda seperti
anak yang mengalami trauma berarti membutuhkan psikolog, anak yang
mengalami kekerasan pada kelamin berarti membutuhkan dokter dan

sebagainya.
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4. Melakukan intervensi maksudnya adalah merujuk anak sesuai kondisinya.
Ketika kondis anak sakit, Saktipeksos akan merujuk korban ke instansi
terkait yang dibutuhkan oleh anak seperti psikolog, rumah sakit, dll.

5. Kemudian resosialisasi yang berarti proses pengembalian anak ke
masyarakat. Anak yang kondisinya terguncang karena kasus pencabulan,
dipersiapkan untuk bisa menerima kembali ke lingkungan sekitar

masyarakat.

menerima kondisi

ifjgan lanjutan yang

i rangkaian proses

habilitasi terhadap

ra korban dengan

rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yang berisi
nama, alamat, kriminologis kasus, dan saran dari Saktipeksos.
10. Pendampingan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh
Saktipekos selama proses persidangan.
Berdasarkan prosedur diatas, tidak harus semua tahapan alur yang harus

dilalui oleh korban. Bisa saja hanya sampai pada intervensi, resosialisasi dan
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sebagainya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti kondisi
anak yang telah pulih, kasus berkhir damai, dll. Dalam menjalankan tugasnya,
Saktipekos hanya menyiapkan surat tugas, identitas diri, menyiapkan form,
datang ke rumah, kemuadian membuat laporan sosial. Saktipeksos yang
berfungsi untuk mendampingi terkait hal yang berhubungan dengan anak seperti
hal yang berhubungan dengan anak seperti anak yang berada di panti,

pengangkatan anak serta mendampingi anak.yang menjadi pelaku tindak pidana
f‘L‘,iq]vERS T SANI)A—EA\

pencabulan, hampir

semua kasus p¢ ” an aupL anerasal dari keluarga yang

sebagainya. yang

= o
Bebrapa kasus pencabulan yang terjadi dikota Padang Panjang, anak yang

menjadi korban sering mengalami perlakuan yang diskriminatif seperti
dikuluarkan dari sekolah. Padahal anak tersebut merupakan korban yang harus
mendapatkan perlindungan. Tugas Saktipeksos untuk mengembalikan hak anak

yang hilang untuk mendapatkan penididikan adalah mencarikan si anak sekolah
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baru.*® Kebanyakan yang dari mereka masuk pesantren atau cuti selama 1 (satu)
tahun. Disamping itu, pihak dinas sosial Padang Panjang melakukan sosialisasi
ke dinas pendidikan yang kemudian perpanjangan ke sekolah tempat yang terjadi
tindak pidana pencabulan bahwasannya tidak boleh untuk mengeluarkan si anak
dari sekolah. Karena sekolah menganggap anak sebagai pelaku pencabulan itu

sebagai anak nakal yang nantinya akan mempengaruhi teman-teman

Dinas so aifikigieribaga K ; an Keluarga (LK3)

yang bertugas
membutuhkan jpeme

dalam menangadni ampingan terhadap

setiap aktifitas jadi korban seperti

korban pencab dengan LK3 untuk

melakukan reh korban.*

Al t‘, D

- zenglsmn ﬁ Asesmen |, | Konesling
ata

A

Ahli Hukum

l

40 Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Nurul Fajra Alhadi S.H Selaku Satuan Bakti
Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Padang Panjang pada tanggal 15 September 2019 pukul 10.00 WIB
41 Berdasarkan hasil wawancara Penelitian dengan Ibuk Rahmi Fitri Selaku Pekerja Sosial LK3 Kota
Padang Panjang pada tanggal 13 September 2019 pukul 10.00 WIB
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Ahli agama

A 4
Penjangkauan | | Psikolog

1. Korban melaporkan LK3, kemudian berkoordinasi dengan P2TP2A

untuk memberikan konseling kepada korban.
WIVERSITAS ANDA

Dinas sosial kota Padang Panj:é-n"g telah menjalankan proses rehabilitasi sosial
terhadap korban dengan baik. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memuat bentuk
tahapan rehabilitasi sosial yang diberikan yaitu dimulai dari pendekatan awal,
pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana masalah,

pemecahan masalah, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjutan.
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B. Kendala yangfc

Berdasarakan tahapan yang tertulis pada pasal diatas, ada beberapa tahapan
yang mestinya harus dilalui oleh si anak demi terciptanya rehabilitasi yang baik.
Ada faktor yang memempengaruhi proses rehabilitasi tidak dilalui semuanya
disebabkan oleh kondisi setiap anak yang berbeda-beda. Ada anak yang cepat
dalam proses pemulihan dan ada yang kondisi anak yang telat untuk merespon

proses rehabilitasi.

E

~INIVERSITAS ANDA,
L i 08 kota Pa
rehabilitasi so adap anak sebagai k K pjdana pencabulan

Dalam rahgie ' i sosial inag sosial kota Padang

reeg
memiliki masing-masing seorang Saktipeksos dan psikolog. Hal ini

memperlambat kinerja dari Dinas sosial dalam pendampingan terhadap
anak. Penanagan terhadap anak akan memakan waktu yang lama
sehingga kurang efektivitasnya pendampingan kepada anak yang
menjadi korban pencabulan. Karena kasus yang masuk ke dinas sosial

tidak hanya tentang pencabulan masih banyak kasus lain seperti
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kenakalan Anak,
Pelantaran Anak, Kenakalan Remaja, dll. Selain itu, masalah
kekurangan pada SDM adalah dinas sosial Padang Panjang juga
memiliki seorang psikolog yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) di suatu rumah sakit di kota Padang Panjang. Tentu saja
Psikolog tersebut lebih mengutamakan pekerjaannya yang berada di
rumah sakit. SDM yan% terbatas dapat memperlambat kinerja dalam

f‘l:,iq]vERS TAS AN

enambah rasa malu

rehabilitasi sosial terhadap anaknya yang mana anak tersebut sangat
membutuhkan rehabilitasi. Dari 2 tahun terkhir, ada 3 kasus orang tua
yang memilih untuk memutuskan hubungan dengan dinas sosial
Padang Panjang untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap

anaknya.
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3. Kura

Hilangnya hubungan antara korban dan dinas sosial Padang
Panjang, biasanya orang tua korban memutuskan hubungan secara
langsung dan tidak lagi memberikan kabar kepada dinas sosial Padang
Panjang. Dinas sosial Padang Panjang tidak memiliki kewenangan
untuk melaksanakan rehabilitasi sosial kepada anak yang menjadi

korban tindak pidana pencabulan tanpa adanya izin dari orang tua

korban.

RSITAS ANDA[ A5

UNIVE
adalNc D 0 a

endaraan.  Hal ini
elaksanakan tugas.
mengunjungi anak

utuhkan kendaraan

Dinas sosial sebenarnya memiliki jatah kendaraan yaitu Mobil, tapi

saat ini belum turun dari pusat.
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C. Upaya dinas sosial kota Padang Panjang dalam mengatasi kendala dalam
pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban tindak pidana
pencabulan

Pelaksaanaan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana pencabulan
yang dilakukan oleh dinas sosial Padang Panjang juga menemui beberapa
kendala yang tentu saja membutuhkan suatu solusi untuk proses rehabilitasi

tercapai target. Untuk mengatasi kendala-tersebut pihak dinas sosial melakukan
T RSITAS ANDA L AS

1. Untuk : 5D 3 osial bekerja sama
perti bekerja sama

tiap lembaga akan

'..," (’

Dalam mengatasi hal orang tua yang memutuskan hubungan dengan
dinas sosial diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada orang tua.
Karena perlunya dilakukannya rehabilitasi terhadap anak yang menjadi
korban pencabulan. korban yang menjadi tindak pencabulan akan
mengalami gangguan psikologis dan sosial. Dampak dari pencabulan

tidak hanya dirasakan oleh si anak, tetapi keluarga akan mengalaminya
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secara tidak langsung. Maka perlu suatu pencerahan yang diberikan
kepada keluarga untuk terciptanya keadaan seperti semula.

. Kekurangan sarana dan prasarana yang ada di dinas sosial Padang
Panjang dapat ditutupi dengan adanya bantuan dana dari Pemda dan
Pusat. Dana tersebut dapatd dimanfaatkan untuk menutupi kekuarangan
terhadap sarana dan prasarana di dinas sosial Padang Panjang. Seperti

Sp s dinas sosial Padang Panjang
AND

untuk mobllltas untuk setlaR

ERbIT
sangat membantu

rehabilitasi sosial
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan
Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Padang Panjang Terhadap Anak
Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, maka dapat diatarik kesimpulan
sebagai berikut:

~NIVERSITAS ANDAT 1

0 yang of: g sosial yang juga

a yang dilakukan
an kembali seperti

i segala kebutuhan

a-<Patlang Panjang adalah

2. Kendala'i-gia{rg ' o
kurangnnya SDM untuk merehabilitasi koraban pencabulan sehingga
kurang maksimalnya dalam penanganan kasus tersebut. Pihak orang tua
yang menganggap bahwasaanya anak yang menjadi korban pencabulan
adalah suatu aib yang harus ditutupi. Karena kurangnya pemahaman yang

dimiliki oleh orang tua bahwasannya rehabilitasi tersebut penting. Sarana
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dan prasarana yang seharusnya menjadi hal pendukung proses rehabilitasi
menjadi salah satu faktor penghambat.

3. Kekurangan SDM vyang dimiliki dinas sosial Padang Panjang dapat
ditutpi dengan bekerja sama dengan lembaga yang ada dilingkungan
dinas sosial seperti bekerjasama dengan rumah sakit, dinas
pendidikan,dll. Lembaga yang berada dibawah dinas sosial Padang

Panjang juga saling berkerja sama _dalam memberikan rehabilitasi
RSITAS AN

Pihak dinas sosial

tua korban yang
rehabilitasi perlu
APBN dan Pemda
rus selama proses
pencabulan.

B. Saran

an yang diajukan

1. Pelaksaanan rehabilitasi ;aéial yang dilakukan oleh dinas sosial kota
Padang Panjang lebih ditingkatkan lagi. Hal yang perlu dilakukakan
seperti penambahan jumlah anggota dinas sosial Padang Panjang serta
peningkatan kapasitas dalam proses rehabilitasi sosial terhadap anak
korban pencabulan. Perlu adanya suatu unit yang khusus melakukan

proses rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai korban pencabulan dari
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dinas sosial Padang Panjang agar mengurangi proses birokrasi yang agak
terlalu rumit. Tidak perlu untuk mengirim anak korban tersebut ke
berbagai lembaga.

. Diharapkan dinas sosial Padang Panjang mensosialisasikan kepada setiap
lembaga bahwasannya anak yang menjadi korban pencabulan bukan lah
suatu yang harus dijauhi. Walaupun mereka adalah korban dari tindak

pencabulan mereka masih mempunyai_masa depan. Proses rehabilitasi
, diq]vERblTAS ANDAL

gembalikan kondisi

korban pencabulan
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